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ABSTRAK

Kamala, Arini Dina. NIM. 18210161. Tinjauan Maqgasid Syariah Terhadap
Putusan Hakim Tentang Pengangkatan Anak Dewasa. Skripsi. Jurusan
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: R. Cecep Lukman Yasin,
MA.,Ph.D.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Magasid Syariah, Dewasa.

Keabsahan praktik pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan pengadilan. Dalam peraturan yang mengatur keabsahan pengangkatan
anak, ketentuan batas umur anak yang akan menjadi anak angkat termasuk bagian
persyaratan yang harus dipenuhi dan telah diatur secara khusus dalam peraturan
pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak dan peraturan menteri
sosial nomor 110/ HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai
bentuk implementasi amanah Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dalam kedua peraturan tersebut, batas umur anak angkat ditentukan pada
usia sebelum 18 tahun, hal ini jika dikaji lebih luas memang telah sesuai dengan
definisi istilah anak pada Undang-Undang perlindungan anak yakni setiap anak
yang belum berusia 18 termasuk janin dalam kandungan. Namun faktanya secara
praktik, masih terdapat praktik pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan seperti putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
378/pdt.p/2019/PA.Thn yang mengesahkan pengangkatan anak terhadap anak
perempuan yang berumur 23 tahun.

Oleh karenanya peneliti tertarik untuk mengkaji kasus yang terdapat pada
putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 378/pdt.p/2019/PA.Thn sebagai objek
penelitian dengan jenis penelitian normatif yang menggunakan metode kajian
pustaka untuk menerapkan teori magasid syariah Al-Syatibi sebagai pisau analisis
atas kasus tersebut. Karena secara tupoksi yang telah diatur dalam undang-undang
kekuasaan kehakiman, sebuah pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,
mengadili dan memutus sebuah perkara dengan dalih hukum tidak ada atau kurang
jelas dan tujuan peneliti memilih perkara ini untuk meninjau maslahah yang akan
timbul sebagai akibat hukum dari pengesahan perkara ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan majlis hakim tetap
mengesahkan kasus pengangkatan anak tersebut sekalipun menyalahi ketentuan
perundang-undangan dikarenakan peluang mencegah mafsadah dan mendatangkan
maslahah lebih besar yang didukung oleh keadaan anak angkat tersebut merupakan
anak perempuan yang belum menikah, orang tua angkat telah mampu merawat anak
angkat sejak dia dilahirkan dari ibu kandungnya, kedua orang tua kandung anak
angkat telah pergi ke luar kota sejak dia kecil dan tidak memberi kabar sejak
kepergiannya.



ABSTRACT

Kamala, Arini Dina. NIM. 18210161. Review Magasid Sharia to Judge's Decision
About Adoption of Adult Children. Undergraduate Thesis. Departement
of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State
Islamic University of Malang. Advisor: R. Cecep Lukman Yasin,
MA.,Ph.D.

Keywords: Adoption, Magasid Sharia, Adult.

Child adoption can only be made legal by cour decision. There also exist
some regulations that stipulates the age limit for child adoption, such as government
regulation number 54 of 2007 concerning adoption and social affairs ministry
regulation number 110/HUK/2009 concerning Child Adoption Requirements as a
form implementation for the mandate of the Child Protection Act. In both
regulations, the age of miniority become a prerequisite for the validity of adopting
child.

Accordingly, a person who is under 18 years is considered minor, including
the fetus in the womb, and when a person reach 18 years, he or she is no longer a
minor. This stipulation coincide with the decision of Tuban Religious Court
Number 378/pdt.p/2019/PA.Thn which legalizes the adoption of a 23 year old girl.
The law of judicial power requires that the court examine the case and deliver the
verdict; refusing the case by the court under the pretext of legal non-existence or
legal ambiguity is not acceptable by the law. The impact of this court decision on
the public interest (maslahah) is of important subject for dicussion.

Based on the abovementioned background, the researcher aims to undertake
case study on Tuban Religious Court Decision Number 378/pdt.p/2019/PA.Tbn as
A normative research, magasid theory of al-Syatibi will be utiliezed as an analytical
tool to understand the case in question and the study reveals that the judges'
approval for the child adoption, despite its violation to the existing legal provisions
lies on multiple consideration: prevention of mafsadah and realization of maslahah,
protection of the wellbeings og the girl, departure of her biological parents and good
caring of her existing adoptive parents.
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. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

, . putusan.mahkamahagung.go.id
PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Thbn
3l pas T T Ly
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu  pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam

permohonan pengangkatan anak (Tabanny) yang diajukan oleh :

SAERUN BIN KARJI, Umur 61,agama Islam, Pekerjaan Petani, Dusun
Pucangan RT.06 RW.01 Desa Pucangan, Kecamatan Montong,
Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

Dan

SRI SUNTANI BINTI WARSIDIN, Umur 55,agama Islam, Pekerjaan Petani,
Dusun Pucangan RT.06 RW.01 Desa Pucangan, Kecamatan Montong,
Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon | dan Pemohon Il memberikan kuasa kepada

S.WIDYOSATMOKO,SH. Advokat/Pengacara ,yang beralamat di Latsari 3

Gang. Mawar No.3 Tuban. berdasarkan surat kausa khusus tertanggal 14 Mei

2019. Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon, saksi-saksi, dan bukti-bukti
lainnya;
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya,
tanggal 14 Mei 2019, yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tuban, Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn. telah mengajukan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il atau para Pemohon pada tanggal
11 Agustus1975 telah melangsungkan perkawinan, berdasarkan petikan
dari bukupendaftaran nikah No.772/55/1975 tanggal 11 Agustus 1975.

Penetapan, Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 1 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik ndonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publi, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu i inkan terjad, dangan skurasi dan keferkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal And: Inakurasi informas! da situs ini ataw informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Ri melalui

Email : kepanitersan@mahkamahagung.go.d  Telp : 021-384 3348 (ext.316) Halaman 1




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa hingga saat ini Pemohon | dan Pemohon Il atau para Pemohon

masihberstatus suami isteri.

3. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il atau para Pemohon selama dalam
perkawinan hingga saat ini belum dikaruniai keturunan anak kandung.

4. Bahwa pada tahun 1997 Pemohon | dan Pemohon Il atau Para
Pemohondi Desa Pucangan RT.06 RW.01 Kecamatan Palang Kabupaten
Tuban telah mengangkat seorang anak perempuan yang bernama
SUSI INDRAYANI Tempat tanggal lahir 8 September 1995 di Desa
Pucangan RT.06 RW.01 Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

5. Bahwa penyerahan anak perempuan yang bernama SUSI INDRAYANI
dari orang tuakandung perkawinan sah antara ASRUM dan
NGATMIDJAH kepada Pemohon | danPemohon Il dilakukan secara
kekeluargaan dan ikhlas tanpa ada paksaan dari siapapun juga.

6. Bahwa alasan Pemohon | dan Pemohon |l atau Para Pemohon
mengangkat anakyang bernama SUSI INDRAYANI karena Pemohon | dan
Pemohon |l atau Para Pemohon belum dikarunia anak kandung, dan
dikarenakan orang tua kandung anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan
tetap sehingga Pemohon | dan Pemohon Il atau Para Pemohon demi
masa depan anak tersebut merasa terpanggil untuk mengangkat anak
tersebut untuk dijadikan sebagai anak kandung sendiri.

7. Bahwa NGATMIDJAH (ibu kandung SUSI INDRAYANI) saat akan
melahirkan anak tersebut oleh Pemohon | dan Pemohon Il dibawa ke
rumah Bidan Bu Tiyok-Palang dan setelah anak tersebut lahir oleh
Pemohon | diberi nama SUSI INDRAYANI.

8. Bahwa sejak lahirya anak yang bernama SUSI INDRAYANI dan
orang tua kandungnya tinggal bersama dengan Pemohon | dan Pemohon
Il atau Para Pemohon, dan bahkan Pemohon Il yang mengasuh,
memelihara, merawat serta memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dan
pada tahun 2004 orang tua kandung anak tersebut pamit pada Pemohon |
dan Pemohon Il akan kerja di Bawean - Gresik, hamun sampai sekarang
orang tua kandung anak tersebut tidak pernah menghubungi Pemohon |
dan Pemohon II.
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9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon |l mempunyai penghasilan yang

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merawat serta mendidik
anak tersebut sampai sekarang sudah umur 23 (dua puluh tiga) tahun.

10. Bahwa kedua orang tua angkat (Pemohon | dan Pemohon II)
serta orang tua kandung anak tersebut berstatus Warganegara
Indonesia.

11. Bahwa untuk kepastian hukum status anak perempuan yang
bernama SUSI INDRAYANI, anak angkat Pemohon | dan Pemohon Il atau
Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama
Tuban.

Berdasarkan alasan — alasandi atas, maka Pemohon | dan Pemohon
Il atau Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban berkenan
memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Pemohon | dan

Pemohon II.

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon |

dan Pemohon Il pada tahun 1997 terhadap seorang anak jenis

kelamin perempuan bernama SUSI INDRAYANI, lahir di Tuban, 8

September 1995,yaitu anak kedua perempuan dari perkawinan sah

antara ASRUM dan NGATMIDJAH.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon II.
Demikian atas terkabulnya Permohonan

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon untuk
memikirkan secara matang tentang niatnya untuk mengangkat anak, karena
beratnya tanggung jawab yang akan dipikul sebagai orang tua angkat, namun
para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk mempekuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti surat, berupa :
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1; F
otocopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon | Nomor
3523182108580002, tertanggal 15 Nopember 2012 (P.1);

2. E
otocopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Il Nomor
3523185908640001, tertanggal 11 Nopember 2012 (P.2);

3. E

otokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon dari Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 772/55/1975,

tanggal 11 Agustus 1975(P.3);

4. F

otocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAERUN, Nomor :

3523181403062268, tertanggal 12 Oktober 2009(P.4);

5¢ F

otocopi Surat keterangan Penghasilan Nomor : 470/345/414.418.09/2019,

tertanggal 25 April 2019 (P.5);

6. F

otocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon | Nomor

:SKCK/YANMAS/3283/IV/2019/SATINTELKAM, TERTANGGAL 26 April

2019 (P.6);
T F
otocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon Il Nomor
:SKCK/YANMAS/3283/I1V/2019/SATINTELKAM, TERTANGGAL 26 April
2019 (P.6);
8. F

otocopi Surat Keterangan Kelahiran, atas nama SUSI INDRAYANI, Nomor
; 16666/DK/2008, tertanggal 11 Juli 2008 (P.8);

9. F
otocopi Surat Keterangan Sehat Pemohon | yang dikeluarkan oleh Dokter
setempat tertanggal 25 April 2019 (P.9);

10. F
otocopi Surat Keterangan Sehat Pemohon Il yang dikeluarkan oleh
Dokter setempat tertanggal 25 April 2019 (P.10);
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11 F

otocopi Surat Keterangan Persyaratan pengangkatan Anak pemohon |
Nomor: 470/365/414.418.09/2019, tertanggal 30 April 2019(P.11);
12 E
otocopi Surat Keterangan meninggalkan Desa atas nhama ASRUM dan
NGATMIDJAH Nomor: 471.2/366/414.418.09/2019, tertanggal 30 April
2019(P.12);

Bahwa, bukti fotokopi tersebut diatas, telah dicocokkan dengan aslinya,

dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis telah
diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7,P.8,P.9,P.10,P.11 dan P.12 ;
Bahwa, selain bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan dua
orang saksi sebagai berikut :
1. S
UGIYO BIN SONOKARYO, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan
Petani tempat kediaman di Dusun Pucangan RT.05 RW.01 Desa

Pucangan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah
sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena para Pemohon
adalah tetangga saksi;

- Bahwa, Para Pemohon telah membina rumah tangga sejak 11 Agustus
1975, dan telah belum dikarunia anak;

- Bahwa, calon anak angkat tersebut adalah anak ASRUM hasil
pernikahannya dengan NGATMIDJAH ;

B

ahwa, orang tua kandungnya rela menyerahkan anaknya untuk diasuh dan
dipelihara para Pemohon, karena pertama orang tua kandungnya sudah
mempunyai 2(dua) anak, kedua, calon orang tua angkat selama berumah
tangga belum dikaruniai anak, ketiga, para Pemohon dengan ibu kandung
anak tersebut sudah sangat kenal baik;

B
ahwa, sejak ASRUM menikah dengan NGATMIDJAH, mempunyai 2(dua)

orang anak, sedangkan yang akan diangkat para Pemohon adalah anak

kedua;
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- Bahwa, sejak diasuh para Pemohon, anak tersebut sehat, juga tidak ada

satupun pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il bekerja sebagai
kuli bangunan dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup
anak tersebut;

. MUNYANTO BIN KASONO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat di Dusun Krajan RT.03 RW.01 Desa Cendoro,

[\N

Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Di bawah sumpah sesuai
agamanya, "Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan
memberikan keterangan yang benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya”,
saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga
para Pemohon;

- Bahwa, Para Pemohon telah membina rumah tangga sejak 11 Agustus
1975, dan belum dikarunia anak;

- Bahwa, calon anak angkat tersebut adalah anak ASRUM hasil
pernikahannya dengan NGATMIDJAH;

B

ahwa, orang tua kandungnya rela menyerahkan anaknya untuk diasuh dan

dipelihara para Pemohon, karena pertama orang tua kandungnya sudah
mempunyai 2(dua) anak, kedua, calon orang tua angkat selama berumah
tangga belum dikarunia anak, ketiga, para Pemohon dengan ibu kandung
anak tersebut sudah sangat kenal baik;

B
ahwa, sejak ASRUM menikah dengan NGATMIDJAH, mempunyai 2(dua)
orang anak, sedangkan yang akan diangkat para Pemohon adalah anak

kedua;

- Bahwa, sejak diasuh para Pemohon, anak tersebut sehat, juga tidak ada
satupun pihak yang keberatan;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il bekerja sebagai
kuli bangunan dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai hidup

anak tersebut;
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka

ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara

ini , yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan

ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara
sah sejak 1975 dan belum dikaruniai anak. Kemudian tetangga para
Pemohon bernama ASRUM dan istrinya, NGATMIDJAH , yang secara
ekonomi tidak mampu, dan mempunyai empat anak, maka demi masa depan
anaknya, mereka rela anak kandungnya bernama SUSI INDRAYANI
diserahkan untuk diasuh dan dipelihara dalam perlindungan, perawatan,
pendidikan para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok
permohonan ini adalah para Pemohon ingin mendapat kepastian hukum
tentang sahnya pengangkatan anak bernama SUSI INDRAYANI sesuai
ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam hal urusan pengangkatan anak, maka
menurut petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, berdasarkan
Keputusan Menteri Sosial RI, No.41/HUK/KEP/VII/, antara lain disyaratkan :

a. Berstatus kawin, berumur minimal 25 tahun dan pada saat mengajukan
permohonan usia perkawinan sudah 5 tahun, dengan mengutamakan
antara lain tidak mempunyai anak;

b. Dalam keadaan mampu secara ekonomi;

c. Mengajukan pernyataan bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk
menyejahterakan anak, selain itu, calon anak angkat umurnya tidak lebih 5
tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan Surat No.
U.335/MUINI/1982, tanggal 18 Sya’ban 1402 H/ 10 Juni 1982 M, telah
memfatwakan bahwa terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama
Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula, agar

kelslamannya itu ada jaminan tetap terpelihara;
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Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002, tentang Pelindungan Anak, sebagaimana telah diubah oleh
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014, juga
mensyaratkan orang tua angkat harus seagama dengan yang dianut oleh
calon anak angkat jo. Pasal 13 (c) Peraturan Pemerintah, Nomor 54 Tahun
2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, untuk pengangkatan
anak menurut ketentuan Pasal 13 (i) Peraturan Pemerintah, Nomor 54 Tahun
2007, disyaratkan adanya persetujuan dari kedua orang tua kandung untuk
menjadi anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.12;

Menimbang, bahwa semua bukti tersebut bermeterai cukup, telah
sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dan meteriil telah memenuhi
syarat sebagai alat bukti dan sah menjadi bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, telah didengar pula dua orang
saksi, masing-masing bernama SURAJI BIN MISRON MARJANA dan
WASIRUN BIN SADIR ,yang intinya menerangkan bahwa para Pemohon
adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak 1997, dan selama
menikah, para Pemohon belum dikaruniai anak, sehingga karena itu, para
Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama SUSI
INDRAYANI yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari
pasangan suami isteri bernama ASRUM dan NGATMIDJAH;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon,
dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka dalam
persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. B

ahwa, Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami-istri yang telah menikah

pada 11 Agustus 1975 (bukti, P.3), dan sejak menikah hingga sekarang,
sudah sekitar 20 tahun 2 bulan,belum dikaruniai anak;
2. B

ahwa para Pemohon dan orang tua kandung anak tersebut sama-sama

muslim. (Bukti P.1 sampai P.8);
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3. B

ahwa, orang tua kandung anak tersdebut telah rela menyerahkan anak

tersebut kepada para Pemohon, dan sejak dalam pemeliharaan para
Pemohon sampai sekarang anak tersebut sehat walafiat, dan hingga kini
tidak seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkannya;

4. B
ahwa para Pemohon terbukti sehat lahir batin dan mampu secara ekonomi

dan tidak pernah terlibat kegiatan kriminal ;

Menimbang, bahwa  berdasarkan fakta — fakta tersebut diatas,
Majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon untuk
mengesahkan pengangkatan terhadap anak yang bernama SUSI
INDRAYANI lahir dari pasangan dari orang tua kandung bernama (ASRUM
dengan NGATMIDJAH) telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi syarat
untuk mengangkat anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pengangkatan anak ini, Majelis
Hakim

perlu mengetengahkan ketentuan yang digariskan oleh Allah dalam
firmanNya surat Al-Ahzab, ayat 5 : 3
o il sig il 58 (gBY Betd

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. ...."

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di atas, haram pengangkatan
anak (tabanni) dengan menisbatkan anak kepada yang bukan bapaknya,
karena status pengangkatan anak tidak berimplikasi pada pemutusan
hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya, karena status anak
angkat hanya beralih dalam hal pemeliharaan, biaya tanggung jawabnya dari
orang tua asal kepada orang tua angkatnya, dan tidak memutuskan
hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya,
sesuai Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2002, Tentang
Perlindungan Anak, Pasal 39, ayat 2, sebagaimana telah diubah oleh

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014, sehingga oleh
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karena itu, anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya,

yakni  SUSI INDRAYANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

terbukti para Pemohon telah memenuhi syarat subyektif dan seluruh
persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam pengangkatan anak, oleh
karena itu permohonan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat
dikabulkan, dan demi ketertiban hukum, kepastian hukum serta demi
perlindungan hukum, maka berdasar undang-undang nomor 23 tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang nomor 24 tahun 2013
tentang perubahan undang-undang Administrasi Kependudukan Pasal 47
ayat (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang
menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Dalam hal ini
adalah oleh para Pemohon itu sendiri. sebagaimana diktum amar yang
termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon,
maka sesuai Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa tanggung
jawab kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih
tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yaitu
Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, para Pemohon
adalah orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah
seharusnya biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan, Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun
1974, Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor.4 tahun 1979, Jo. Pasal 39
ayat (2), Pasal 40, 41 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 dan Pasal 49
Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 dan semua ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku dan semua ketentuan hukum Syari'at
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan, Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 10 dari 12 hal.
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1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon |
dan  Pemohon Il pada tahun 1997 terhadap seorang anak jenis kelamin
perempuan bernama SUSI INDRAYANI, lahir di Tuban, 8 September
1995,yaitu anak kedua perempuan dari perkawinan sah antara ASRUM
dan NGATMIDJAH.

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan
Pengangkatan anak ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran;

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi bertepatan
dengan tanggal 07 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H.ABD. ADHIM,MH..,
sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. ABU AMAR, dan Dra. Hj. SUFIYATI,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim
Anggota dan dibantu oleh IMAM NURHIDAYAT,SH., sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,
Drs.H. ABU AMAR Drs.H.ABD. ADHIM,MH.
Hakim Anggota I,

Dra.HJ. SUFIYATI.,MH
Panitera Pengganti,

Penetapan, Nomor 378/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Hal 11 dari 12 hal.
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IMAM NURHIDAYAT,SH.
Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp.  30.000;
2. Biaya Proses Rp.  50.000;
3. Biaya Panggilan Rp.  75.000;
4, Biaya Panggilan PNBP  Pp. 10.000,-
4, Biaya redaksi Rp. 10.000;
5. Meterai Rp. 6.000:;
Jumlah 181.000

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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PENETAPAN
Nomor: 0352/PdiP/2013/PA.TA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulingagung yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah i
atas permohonan Pengesahan Pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 82 tahun, agama Islam, pckerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten
Tulingagung, yang dalam hal ini dikuasakan kepada SRIKAM
ABDULLAH SH, advokat, berkantor di Jalan Raya Popoh Sawo
Campurdarat Tulingagung berdasarkan ~ Surat Kuasa Khusus tanggal 30
September 2013, sclanjutnta discbut  Pemohon

Pengadilan Agama (erscbut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon ftelah mengajukan permohonan  Pengangkatan

Anak kepada Pengadilan Agama Tulungagung tertanggal 31 Oktober 2013 yang

terdaftar di register perkara Nomor: 0352/Pdt.P/2013/PA.TA, yang pada pokoknya

berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa anak angkat tersebut lahir pada Oktober 1962, dari pasangan suami istri
yang bernama ayah kandung (meninggal tanggal 8 Januari 2005) dan ibu kandung
(masih hidup).

2. Bahwa alm. Ayah kandung selain mempunyai anak calon anak angkat, juga
mempunyai 6 anak yang lain atau dengan kata lain calon anak angkat mempunyai 6
saudara yang lain. Dan pada tahun 1962 itu kondisi sosial ckonomi alm. Ayah
kandung dan ibu kandung sangat memprihatinkan atau tidak mampu, schingga
anak-anaknya kurang terjamin kescjahteraannya.

3. Bahwa ketika calon anak angkat berumur 40 hari dari kelahirannya, pada bulan
Nopember 1962 diangkat atau diasuh (jawa : dipupu) secara adat oleh Pemohon,
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yang pada saat itu sudah 9 tahun menikah siri (nikah secara agama Islam) dengan

alm. Isteri Pemohon (meninggal tanggal 14 Oktober 2011) tidak mempunyai anak.

4. Bahwa ketika mengangkat / mengasuh (jawa : memupu) secara adat terhadap anak
yang bernama calon anak angkat tersebut, kondisi sosial ekonomi pemohon cukup
mampu, schingga diharapkan anak angkat terscbut menjadi  Iebih  baik
kesejahteraannya di masa mendatang.

5. Bahwa sclama diasuh, hidup dan bertempat tinggal bersama dengan orang tua
angkatnya pemohon tersebut, calon anak angkat dididik / disekolahkan, dibesarkan,
disunatkan dan ketika sudah dewasa juga dinikahkan oleh pemohon seperti halnya
anaknya scndiri.

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengangkat (adopsi) atau mengasuh anak
angkalt, tersebut adalah :

- Untuk kebaikan dan kesejahteraan anak angkat tersebut di masa mendatang.
- Agar orang tua angkat di masa tuanya ada yang membantu dan mengasuhnya.

7. Bahwa ketika anak angkat, sudah dewasa, oleh pemohon dinikakan dengan seorang
wanila bernama isteri calon anak angkat  di KUA pada Pcbruari 1986 dan dicatat
pada buku Nikah.

8. Bahwa pada awal menikah anak angkat dan istrinya bertempat tinggal dan hidup
bersama dengan orang tua angkatnya (Pemohon) dan selalu berbakti, berbuat baik
dan membantu kerepotan Pemohon.

9. Bahwa olch karcna sudah beristri anak angkat dengan istrinya  kemudian
membangun rumah sendiri di dekat rumah orang tua angkamya (Pemohon) dan
ditempati hingga sekarang Dan selama berumah tangga calon anak angkat dengan
istrinya tersebut sekarang sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu : anak calon anak
angkat dan istcrinya, anak calon anak angkat dan isterinya dan anak calon anak
angkat dan isterinya.

10. Bahwa walau anak angkat dan istrinya, sudah hidup mandiri di rumah scndiri
dengan ketiga anaknya, namun hingga sekarang masih tetap berbakti, berbuat baik,
dan selali membantu kebutuhan dan kerepotan orang tua angkatnya serta selalu
menemani masa-masa tua orang tua angkatnya.

11. Bahwa dengan demikian proses pengangkatan anmak / adopsi benar-benar telah
terjadi, yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, serta tclah
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sudah

seharusnya permohonan penetapan anak angkat (adopsi) tersebut dikabulkan.
Berdasarkan dalil-dalilalasan-alasan di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua
Pengadilan Agama Tulingagung Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar
berkenan  mengabulkan  permohonan  penctapan anak angkat (adopsi) terscbut yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak tersebut sah menurut hukum.
3. Menetapkan bahwa calon anak angkat adalah anak angkat sah dari pemohon.
4. Menclapkan biaya perkara menurut hukum.
Atau :
Apabila Pengadilan Tulingagung berpendapat lain mohon keputusan yang scadil-
adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah tetapkan, Pemohon datang
menghadap di persidangan;

Mcnimbang, bahwa Majclis Hakim tclah memberikan naschat dan penjclasan
tentang maksud dan tujuan pengakatan anak dan akibat hukum pengangkatan anak
menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut,
Pemohon tetap pada permohonannya;

Mcnimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penctapan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari tak terpisahkan dari
penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
yang menyebutkan Pengadilan Agama berwenang memberikan penetapan asal usul
anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islaim, dan Pemohon
bertempat tingggal di wilayah Pengadilan Agama Tulungagung, karena itu Pengadilan

Agama Tulmgagung berwenang memeriksa perkara ini
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Menimbang bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap seorang

yang bemama calon anak angkat yang didalilkan oleh Pemohon lahir Oktober 1962,
dari pasangan suami istri yang bernama ayah kandung dan ibu kandung dan calon anak

angkat, dan calon anak angkat telah menikah dengan seorang perempuan bemama isteri
calon anak angkat di Kantor Urusan Agama pada Pcbruari 1986 dan dicatat pada buku
Nikah.

Mecnimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon scbagai mana diuraikan pada
posita angka 6 yaitu maksud dan tujuan Pemohon mengangkat (adopsi) atau mengasuh
anak angkat, tersebut adalah :

- Unwk kebaikan dan kescjahtcraan anak angkat terscbut di masa mendatang.
- Agar orang tua angkat di masa tuanya ada yang membantu dan mengasuhnya;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak hanyalah semata-mata untuk
kepentingan dan kesejahteraan anak, segala biaya perawatan, pendidikan dan
pemeliharaan  hidupnya beralh menjadi tanggung jawab orang tua angkatnya, hal ini
scbagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam,
dengan demikian tidak termasuk tujuan pengangkatan anak untuk Kkepentingan orang
tua angkatl dimasa tuanya;

Menimbang, bahwa anak yang akan ditetapkan sebagai anak angkat telah
dewasa, serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana
discbutkan dalam posita angka 6 adalah tidak scsuai lagi dengan kcadaan calon anak
angkat, karena calon anak angkat telah menikah dan dapat mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak terdapat alasan dan harus dinyatakan
tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara a quo berkaitan dengan bidang perkawinan, oleh
karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pcmohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
Demikian diputuskan di Tulungagung, pada hari Scnin tanggal 25 Nopember
2013 Maschi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriyah yang telah
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olch kami Dra. Hj.
AMULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.SL. sebagai ketua majelis, Drs. HM. HAYAT,
S.H., M.H. dan Dra. KHUTOBIIN, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu Drs.
TARYONO R, S.H. scbagai panitcra pengganti dengan dihadiri Pemohon

Ketua Majelis
Tid.

Dra. Hj. AMULIANY HASYIM, S.H., M.H.. M.SL.

Hakim Anggota T Hakim Anggota TI
Itd. Itd.
Drs. HM. HAYAT, S.H., M.-H. Dra. KHUTOBIIN

Panitcra Pengganti

Tid.

Drs. TARYONO R, S.H.

Penncian Biaya Perkara :

1. Pendallaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proscs Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 75.000.-
4. HHK-L. Rp. 5.000.-
5. Materai Rp. 6.000-
6. Redaksi Rp. 5.000-

Jumlah Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu riburupiah)
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